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Abstrak
Judul skripsi ini adalah “Pengelolaan Perpustakaan di SLB Negeri Semarang Berdasarkan Implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 5 Ayat (3)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan perpustakaan di SLB Negeri Kota Semarang berdasarkan implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 5 Ayat (3). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah siswa SLB Negeri Semarang, petugas perpustakaan SLB Negeri Semarang, dan guru SLB Negeri Semarang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi langsung dengan mengamati kegiatan siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa idealnya standar perpustakaan SLB berdasarkan Permendiknas Nomor 33 Tahun 2008 adalah memiliki sarana prasarana khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan para siswa SLB.Namun, pengelolaan perpustakaan SLB Negeri Semarang yang sudah berjalan masih memiliki beberapa permasalahan. Diantaranya, yaitu dari segi SDM yang jumlahnya terbatas dan tidak punya kompetensi sebagai pustakawan, jumlah koleksi khusus yang sedikit, kondisi koleksi yang kurang tertata dan tidak terawat, layanan sirkulasi dan referensi yang berjalan tidak maksimal, dana operasional perpustakaan yang yang sedikit, letak ruang perpustakaan tidak strategis, serta manajemen operasional perpustakaan yang yang kurang memiliki perhatian terhadap kondisi perpustakaan menunjukkan bahwa pengelolaan perpustakaan SLB Negeri Semarang belum sepenuhnya mengimplementasikan isi dari Undang- Undang Nomor 43 tahun 27 Pasal 5 Ayat (3).
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Abstract
This thesis title is "Management of Libraries in SLB Negeri Semarang Based Implementation of Law Number 43 Year 2007 on the Library of Article 5 Paragraph (3)". The formulation of the problem in this research is how the management of libraries in SLB Negeri Semarang based on the implementation of Law No. 43 Year 2007 on the Library of Article 5 Paragraph (3). This research is a qualitative descriptive study. Informants in this study were students SLB Negeri Semarang, Semarang State SLB librarian and teacher SLB Negeri Semarang. Methods of data collection is done with interviews and direct observation by observing students' activities. Ideally SLB library standards based Permendiknas No. 33 of 2008 is having a special infrastructure tailored to the needs of the students SLB. Library management SLB Negeri Semarang who had walked still have some problems. Among them, namely in terms of human resources are limited and do not have the competence as a librarian, the number of special collections slightly, condition the collection less organized and not well maintained, service circulation and reference run is not the maximum operating grant the library a little, the location of the library space not strategic, and operational management of libraries that lack of attention to the condition of the library indicates that a library management SLB Semarang State has not fully implemented the contents of Law Number 43 of 27 Article 5 Paragraph (3).
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1. Pendahuluan
Perpustakaan merupakan salah satu sarana pembelajaran yang dapat menjadi sebuah kekuatan untuk mencerdaskan bangsa. Perpustakaan mempunyai peranan penting sebagai jembatan menuju penguasaan ilmu pengetahuan. Perpustakaan memberi kontribusi penting bagi terbukanya informasi tentang ilmu pengetahuan. Berdasarkan hal tersebut di atas, pemerintah mengeluarkan pedoman bagi pengelola dan tenaga perpustakaan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 ini merupakan payung hukum yang secara global mengatur tentang perpustakaan di Indonesia. Undang-Undang ini juga mengatur tetang Perpustakaan Sekolah, yakni pada pasal 23  yang menyebutkan bahwa setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan, mengembangkan koleksi yang mendukung kurikulum pendidikan (Bafadal, 2009: 5).

Hal ini menunjukkan peran perpustakaan sekolah sebagai elemen penting dalam keberhasilan proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Untuk mewujudkan hal tersebut, perpustakaan sekolah harus menyesuaikan dengan jenis sekolah serta metode pembelajaran yang diterapkan pada sekolah (Yusuf, 2007:4).

Selain pendidikan formal, di Indonesia juga memiliki jenis lembaga pendidikan informal dan pendidikan non formal. Salah satu pendidikan formal yang ada di Indonesia adalah jenis pendidikan yang khusus diperuntukkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang disebut sebagai Sekolah Luar Biasa (SLB) (Hari Suderajat, 2005: 6).

SLB ini menerapkan metode pembelajaran khusus yang disesuaikan dengan keterbatasan yang dimiliki para siswanya. Selain metode pembelajaran yang khusus, SLB juga dituntut untuk memiliki perpustakaan sekolah dengan layanan khusus yang mampu memenuhi kebutuhan informasi para siswanya yang memiliki keterbatasan. Seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 5 ayat (3) bahwa “Masyarakat yang memiliki cacat dan atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing”. Pasal tersebut menegaskan, setiap perpustakaan harus menyediakan layanan khusus bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan. Hal ini termasuk pula di dalamnya adalah perpustakaan yang ada di sekolah. Salah satunya adalah perpustakaan yang ada di SLB. Sebagai wujud implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 pasal 5 ayat (3), layanan yang dapat diberikan bagi para pemustaka difabel antara lain teknologi bantu, kepustakaan adaptif, bantuan personal, dan fasilitas-fasilitas khusus yang harus disediakan bagi para pemustaka difabel (Permendiknas Nomor 33 Tahun 2008). Layanan ini dibutuhkan agar para siswa sebagai pemustaka difabel dapat memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan layanan, serta memanfaatkan perpustakaan.

Salah satu SLB yang ada di Indonesia khususnya di Semarang adalah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Semarang. SLB Negeri Semarang ini merupakan SLB terbesar yang ada di Semarang, terbukti dengan jumlah siswa yang mencapai 567 orang dan memiliki fasilitas penunjang pendidikan yang lengkap. Termasuk di dalamnya terdapat sebuah perpustakaan sekolah untuk menunjang kegiatan belajar mengajar siswa SLB Negeri Semarang di sekolah. Namun, berdasarkan hasil observasi menjelaskan bahwa kondisi perpustakaannya masih membutuhkan pembenahan. Dari segi bangunan maupun desain, perpustakaan tersebut belum memenuhi standar. Koleksi yang dimiliki masih belum lengkap, layanan bagi siswa yang memiliki kebutuhan khusus belum tersedia. Ada beberapa koleksi-koleksi buku yang diletakkan ditiap-tiap kelas guna mempermudah siswa dalam memperoleh buku yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan implementasi Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2007 pasal 5 ayat (3) tentang hak difabel dalam menerima layanan perpustakaan belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya proses layanan perpustakaan yang sudah berjalan di SLB Negeri Semarang namun masih memiliki beberapa persoalan. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk meneliti tentang Pengelolaan Perpustakaan SLB Negeri Semarang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 5 Ayat (3).
2. Metode Penelitian 
Desain penelitian ini merupakan Penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan dengan mengumpulkan informasi atau data tentang keadaan-keadaan secara nyata dari orang-orang dan perilaku yang diamati kemudian dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dengan informan. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri (Usman dan Akbar, 2008:78). 

Jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan apa yang didapatkan peneliti dari hasil observasi. 
Objek dalam penelitian ini yaitu pengelolaan perpustakaan SLB Negeri Semarang. Moleong (2010: 132) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Subjek penelitian yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jika kita bicara tentang subjek penelitian, sebetulnya kita bicara tentang unit analisis, yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peniliti. Subjek dalam penelitian ini yaitu murid SLB Negeri Semarang sebagai pemustaka.

Informan menurut Moleong (2006 : 132) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, dia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Informan merupakan pembicara asli (native spaker) diminta oleh peneliti untuk berbicara dalam bahasa atau dialeknya sendiri dan memberikan model untuk dicontoh oleh peneliti. Pengambilan sumber data penelitian ini menggunakan teknik “purpose sampling” yaitu pengambilan sampel didasarkan pada pilihan peneliti tentang aspek apa dan siapa yang dijadikan fokus pada saat situasi tertentu dan saat ini terus-menerus sepanjang penelitian, sampling bersifat purposive yaitu tergantung pada tujuan fokus suatu saat. 

Dalam penelitian ini, informan adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat yaitu murid dan pustakawan Perpustakaan SLB Negeri Semarang. Peneliti sendiri memiliki kriteria dalam pemilihan informan yaitu informan yang berhadapan langsung dengan permasalahan yang diteliti yaitu pemustaka dan pustakawan sebagai penyedia layanan perpustakaan bagi pemustaka difabel.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dengan penelitian melalui wawancara dan pengamatan/observasi kepada siswa SLB Negeri Semarang sebagai pemustaka dan tenaga pendidik serta karyawan SLB Negeri Semarang.

Selain itu juga menggunankan sumber data sekunder. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder yang digunakan penulis sebagai pendukung adalah catatan serta laporan sekolah SLB Negeri Semarang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui observasi dan wawancara. Observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawab, mencari bukti terhadap fenomena (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda, dan simbol-simbol tertentu) selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi, dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis (Suprayogo, 2001: 167). Peneliti melakukan observasi secara langsung dan bergabung dengan para murid SLB Negeri Semarang sehingga peneliti bisa mengamati langsung perilaku para murid saat sedang mencari informasi di perpustakaan SLB Negeri Semarang.
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pangaju/ pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu (Basrowi, 2008: 127). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sitematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, namun pertanyaan peneliti tetap mengacu pada layanan perpustakaan bagi difabel dengan merubah sedikit bahasanya sehingga dalam percakapan tetap dipahami oleh murid dan pustakawan apa yang di maksudkan peneliti.
Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis model Miles and Huberman, dengan tahap analisis data meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan simpulan/verifikasi conclusion drawing/verification).
3. Hasil dan Pembahasan 
3.1 Kondisi Perpustakaan SLB Negeri Semarang
Setelah melakukan wawancara dan observasi di SLB Negeri Semarang maka hasil penelitian mengenai kondisi perpustakaan menunjukkan bahwa perpustakaan yang ada belum bisa memenuhi kebutuhan para pemustaka yang ada di SLB Negeri Semarang.

Dari data siswa yang diperoleh, SLB Negeri Semarang memiliki siswa dengan bermacam-macam ketunaan, yaitu siswa tuan netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna grahita, dan siswa autis. Tingkat ketunaan nya juga berbeda-beda, mulai dari ringan sampai berat. Hal ini mengakibatkan bahwa SLB Negeri Semarang harus memiliki kelengkapan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan masing-masing keterbatasan yang dimiliki siswanya. 

Fasilitas pendidikan tersebut guna menunjang proses belajar mengajar yang ada di SLB Negeri Semarang. Dari berbagai fasilitas pendidikan yang harus ada, salah satunya adalah perpustakaan sekolah. (Sutarno 2003: 65) menjelaskan munculnya perpustakaan karena adanya hubungan sebab akibat. Perpustakaan sekolah terbentuk karena adanya keinginan atau kehendak dari masyarakat sekolah.

Perpustakaan di SLB Negeri Semarang memiliki peranan penting dalam proses belajara mengajar, karena dengan adanya perpustakaan, itu menjadi salah satu akses siswa SLB Negeri Semarang untuk memperoleh informasi dan siswa SLB Negeri Semarang bisa belajar untuk mandiri dalam mencari informasi yang dibutuhkan. 
Berdasarkan hasil observasi peneliti, pengelolaan perpustakaan SLB Negeri Semarang sudah berjalan namun masih banyak persoalan yang dihadapi, diantaranya adalah mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai perpustakaaan tidak memiliki kompetensi dibidang perpustakaan. Hal ini dibuktikan oleh hasil wawancara antara peneliti dengan petugas perpustakaan SLB Negeri Semarang

Kurangnya SDM yang ada di SLB Negeri Semarang dalam pengelolaan perpustakaan SLB Negeri Semarang menyebabkan proses operasional perpustakaan masih belum berjalan maksimal. Berdasarkan hasil observasi peneliti, pelayanan sirkulasi perpustakaan yang ada di SLB Negeri Semarang hanya berlangsung dari pukul 08.00 hingga pukul 11.00 saja sedangkan siswa SLB Negeri Semarang masih ada hingga pukul 14.00 siang. Hal ini disebabkan karena jam kegiatan belajar mengajar di SLB Negeri Semarang efektif di jam 07.00 sampai 13.00 dikarenakan kondisi siswa SLB di waktu siang mereka merasa capek dan menginginkan segera pulang ke rumah. Petugas sudah tua dan kondisi kesehatan yang agak menurun sehingga tidak dapat memberikan pelayanan optimal kepada para pemustaka.

Kondisi perpustkaan SLB Negeri Semarang dilihat dari koleksi pustaka maupun koleksi bahan ketrampilan masih memiliki jumlah yang sedikit. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, jumlah koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan SLB Negeri Semarang sejumlah lebih dari 2000 koleksi, namun koleksi yang masih tersisa tidak mencapai angka tersebut, karena banyak buku yang rusak dan tidak dikembalikan oleh pemustaka.

Ketertarikan siswa SLB Negeri Semarang untuk mengunjungi perpustakaan masih rendah, hal ini terlihat dari data pengunjung di SLB Negeri Semarang tiap bulannya, dari data yang peneliti peroleh, rata-rata tiap bulan hanya 100 siswa yang mengunjungi perpustakaan. 

Hal yang dilakukan pengelola perpustakaan untuk menarik minat siswanya untuk mengunjungi perpustakaan adalah dengan mengajak siswa secara bergantian tiap kelas untuk menonton film edukatif di perpustakaan. 

Berdasarkan hasil observasi, guru masing-masing kelas juga berperan untuk mengajarkan siswanya agar mencari informasi di perpustakaan, dengan memberikan tugas sekolah yang mengharuskan siswanya untuk mengunjungi perpustakaan guna menemukan bahan dari tugas sekolah yang diberikan.

Letak posisi ruang perpustakaan yang ada di Semarang berdasarkan hasil terletak di bagian paling belakang dari gedung SLB Negeri Semarang. Letak posisi yang kurang strategis menjadi salah satu hambatan bagi siswa untuk mengunjungi perpustakaan. Apalagi siswa tuna daksa yang harus menggunakan kursi roda, letak posisi ruang perpustakaan cukup sulit dijangkau.
Informan juga menyampaikan bahwa perpustakaan ini sering mendapatkan bantuan atau sumbangan buku dari pemerintah. Adapun biaya operasional perpustakaan mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab perpustakaan di SLB Negeri Semarang belum dapat memenuhi kebutuhan informasi para pemustakanya yaitu para siswa difabel SLB Negeri Semarang karena keterbatasan anggaran.

Pemenuhan kebutuhan informasi siswa SLB Negeri Semarang sebagai salah satu solusi dari permasalahan yang ada di perpustakaan adalah dengan menyediakan buku-buku pelajaran yang dibutuhkan siswa di tiap-tiap kelas. 

3.2 Standarisasi Perpustakaan bagi Pemustaka Difabel 

Undang-Undang No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 5 ayat (3) adalah:

“Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.” 

Pasal tersebut menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia berhak memperoleh layanan perpustakaan termasuk masyarakat penyandang difabel. Mereka berhak memperoleh layanan perpustakaan sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki oleh para difabel.

Keberadaan perpustakaan SLB di atur lebih jelas di dalam Permendiknas Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB. Menurut (Arif Nurochman 2012:10) mengatakan “perpustakaan sekolah bertujuan untuk menjadi tempat yang hangat dan ramah untuk semua keluarga, dan aksesibilitas untuk semua adalah prioritas”. Sama halnya dengan perpustakaan yang ada di SLB, suasana kondisi perpustakaan SLB juga harus ramah, bahkan harus memberikan pelayanan yang lebih ramah dibanding dari perpustakaan sekolah biasa.

Berdasarkan isi dari Permendiknas Nomor 33 Tahun 2008, Perpustakaan SLB harus aktif mencari cara untuk memodifikasi akses layanan dan jenis-jenis layanan perpustakaannya. Hal ini bertujuan agar pemustaka yang merupakan difabel dapat dengan mudah mengakses informasi di perpustakaan. 

Perpustakaan yang ramah difabel berbeda dengan perpustakaan bagi masyarakat normal. Perpustakaan difabel harus memiliki koleksi khusus serta layanan khusus untuk memenuhi kebutuhan para pemustaka difabel. 

Untuk mewujudkan perpustakaan yang ramah bagi pemustaka difabel, perpustakaan harus tersedia sarana prasana dan sumber daya manusia yang ramah difabel. Aksebilitas informasi bagi pemustaka difabel dapat terpenuhi dengan baik apabila didukung oleh sarana prasarana yang baik dan sesuai dengan kondisi pemustaka. Salah satu sarana prasarana itu adalah gedung. Standar gedung bagi pemustaka difabel antara lain. Pintu masuk menuju gedung harus memiliki tangga landai (ram). Tujuan tangga landai ini adalah untuk memudahkan tuna daksa yang menggunakan kursi roda. Perpustakaan harus menyediakan lift atau ram apabila gedung perpustakaan memiliki lebih dari satu lantai. Ruang baca dan pelayanan didesain secara khusus agar difabel nyaman dalam mencari informasi. Dalam mewujudkan perpustakaan ramah difabel, maka bagi tuna grahita, perpustakaan harus memiliki beberapa fasilitas khusus bagi para difabel lainnya, yaitu:

1.Memiliki talking book player (DTB), untuk mengakses compact disc/CD yang berisi berbagi subjek ilmu pengetahuan dalam bentuk suara bagi pemustaka tuna netra.

2.Closed circuit television (CCTV), yaitu berfungsi untuk memperbesar tulisan/objek buku, sehingga dapat dibaca oleh difabel netra low vision dengan mudah. 

3.Software pembaca layar (job access with speech/JAWS) dengan software ini, pemustaka difabel dapat mengoperasikan komputer dalam berbagai aplikasi dengan baik. 

      4.Katalog online adaptif, yaitu pemanfaatan fasilitas penelusuran melalui online public access catalogue (OPAC) yang sudah dilengkapi dengan speaker. Dengan speaker tersebut pemustaka difabel cukup menyebutkan istilah, baik judul maupun pengarang yang dikehendaki dan sistem akan merekam suara, kemudian memunculkan semua hasil penelusurannya di layar.

5.Buku braille, yaitu buku yang menggunakan huruf braille sehingga mempermudah pemustaka tuna netra untuk memperoleh informasi.

      6.Buku bicara digital, berupa buku berbentuk audio, sehingga dapat didengarkan oleh penyandang difabel dengan menggunakan alat pemutar audio, seperti handphone, computer, dan DVD player.

      7.Referensi digital, maksudnya yang mencakup berbagai sumber informasi terdiri atas berbagai bidang subjek, yang berkaitan dengan kajian difabelitas.

      8.Sarana peminjaman dan pengembalian koleksi adaptif, berupa multi purpose station (MPS) untuk peminjaman dan pengembalian koleksi secara mandiri. MPS dapat memandu penyandang difabel, karena sarana ini telah dilengkapi dengan guidance, yang berisi langkah-langkah peminjaman dan pengembalian koleksi yang dilengkapi dengan suara.



Perpustakaan harus dapat memberikan layanan-layanan bagi para pemustaka difabel meliputi teknologi bantu (assitive technology), kepustakaan adaptif, dan bantuan personal. Melalui teknologi bantu, seperti kamera yang mengalihkan buku ke monitor dan memperbesar huruf-hurufnya, para pemustaka tuna-netra, pemustaka low-vision (tuna netra dengan kemampuan melihat yang sangat rendah) bisa terbantu untuk mengakses materi-materi yang umumnya tersedia di perpustakaan.

Istilah “adaptif” (disesuaikan), adalah koleksi pustaka yang bentuknya telah dimodifikasi atau diubah sesuai dengan kebutuhan difabel. Hal ini diperlukan karena buku-buku biasa tidak mungkin dibaca oleh pemustaka tunanetra. Oleh karena itu perpustakaan dapat menyediakan koleksi dalam bentuk audio book, yaitu buku yang dibacakan dan direkam dalam kaset, CD, atau file audio yang bisa diputar oleh tunanetra. Contoh lainnya yang lebih populer adalah buku-buku yang dialihaksarakan dalam format Braille.



Berkait dengan hal di atas pustakawan dapat memberikan bantuan langsung secara personal kepada para pemustaka difabel yang membutuhkan. Bila koleksi kepustakaan adaptif terbatas, maka pustakawan berusaha sebaik dan semaksimal mungkin untuk membantu langsung. Bantuan pustakawan ini dapat dimulai dari tahap pencarian buku hingga membacakan isi buku tersebut bila diperlukan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebuah pelayanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas di SLB belum maksimal. Oleh karena itu pengelola perpustakaan perlu diedukasi sehingga koleksi SDM, sarana dan prasarana sesuai dengan standar.
3.3 Implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 5 ayat (3) di SLB Negeri Semarang
Difabel merupakan singkatan dari differently ability (perbedaan kemampuan) atau berkebutuhan khusus difabel untuk pengganti istilah “penyandang cacat”. Difabelitas dimaknai juga sebagai keterbatasan aktivitas yang disebabkan oleh pengaturan atau pengorganisasian masyarakat kontemporer yang tidak atau sangat sedikit mempertimbangkan individu yang memiliki kekurangan fisik dan bahkan kemudian mengucilkan mereka dari aktivitas sosial (Ro’fah, 2010).

Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa seorang difabel memiliki hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Difabel memiliki hak untuk mendapatkan layanan umum, salah satunya seperti layanan perpustakaan. Baik perpustakaan umum, perpustakaan daerah, perpustakaan pusat, ataupun perpustakaan sekolah.

Penyelenggaraan perpustakaan sekolah mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 45 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa: 

 
“Setiap satuan pendidikan baik formal maupun non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi akademik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.”

Keberadaan perpustakaan digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa instansi pendidikan wajib menyediakan layanan perpustakaan bagi difabel.

Perpustakaan sekolah merupakan elemen penting dalam keberhasilan proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu sekolah harus menyesuaikan dengan jenis sekolah serta jenis pembelajaran yang diterapkan di sekolah (Yusuf, 2007: 4). Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa sebuah perpustakaan yang ada di sekolah harus sesuai dengan jenis pembelajaran disana. Artinya bahwa layanan perpustakaan tiap-tiap sekolah berbeda tergantung dengan jenis pembelajaran dan kebutuhan pemustakanya.

Menurut Hari Suderajat (2005: 6), pendidikan khusus yang diperuntukkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus dilakukan oleh Sekolah Luar Biasa (SLB). SLB ini memiiliki metode pembelajaran yang diisesuaikan dengan kebutuhan para siswanya. Dari pendapat ahli tersebut dapat diketahui bahwa selain adanya sekolah formal umum, ada juga sekolah yang metode pendidikannya khusus sesuai dengan kebutuhan para siswanya. Adanya perbedaan metode pembelajaran ini, maka akan berbeda pula layanan perpustakaan yang diberikan.

Permendiknas Nomor 3 Tahun 2008 mengatur mengenai sarana prasarana yang wajib tersedia di SLB Salah satu sarana prasana tersebut adalah perpustakaan. Keberadaan perpustakaan sekolah di SLB dapat menunjang proses belajar mengajar. Layanan perpustakaan yang ada di SLB tidak boleh disamakan dengan perpustakaan yang ada pada sekolah biasa seperti misalnya, fasilitas layanan serta koleksi yang ada pada perpustakaan yang berada dalam SLB harus disesuaikan dengan kondisi pemustaka di SLB. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 5 Ayat 3 yang menjelaskan bahwa masyarakat yang memiliki cacat atau kekurangan memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keterbatasan mereka. 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 5 Ayat 3 menjadi acuan atau dasar hukum yang menyatakan bahwa difabel memiliki hak yang sama dengan masyarakat umum dalam hal layanan perpustakaan. Namun kenyataannya, masih sedikit fasilitas perpustakaan SLB yang menyediakan fasilitas khusus bagi pemustaka berkebutuhan khusus, termasuk perpustakaan yang ada di SLB.
Berdasarkan hasil observasi peneliti di SLB Negeri Semarang, layanan perpustakaan yang ada di SLB Negeri Semarang sudah berjalan namun masih banyak persoalan yang di hadapi.
Dari aspek atau sisi koleksi buku di SLB kondisi koleksinya belum tertata dengan baik, hal ini dapat menyulitkan dalam temu balik buku atau pencarian bila dibutuhkan oleh pemustaka. Berdasarkan hasil observasi peneliti, siswa SLB Negeri Semarang yang datang ke perpustakaan terlebih dulu menanyakan koleksi yang dicari kepada petugas Perpustakaan. Kemudian mereka mencari koleksi yang mereka butuhkan sesuai dengan arahan dari petugas perpustakaan. Namun sering kali siswa kebingungan karena letak buku tidak sesuai dengan kode yang tertulis di buku dan di rak. Kondisi ini menyeabkan koleksi yang SLB Negeri Semarang tidak terawat dan mudah rusak, serta menyulitkan siswa untuk menemukan koleksi yang mereka inginkan.
Berdasarkan hasil observasi, layanan sirkulasi dan referensi di perpustakaan SLB Negeri Semarang kurang maksimal, layanan sirkulasi dan refrensi hanya setiap pukul 08.00-11.00 setiap harinya. Singkatnya waktu layanan tersebut disebabkan karena dari pola belajar anak SLB Negri Semarang, mereka mudah dididik di waktu pagi hari dan menjelang siang hari mereka enggan untuk  belajar. Sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka diberlakukan sistem layanan sirkulasi dan refrensi hanya setiap pukul 08.00-11.00 setiap harinya.
Implementasi perpustakaan di SLB menunjukkan bahwa pengelolaannya belum sesuai dengan amanat Undang-Undang. Salah satunya, hal ini dapat terlihat dari kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memiliki keterampilan atau softskill sebagai pustakawan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa perpustakaan SLB Negeri Semarang memiliki permasalahan keterbatasan SDM. SDM yang ada belum memiliki keterampilan atau softskill sebagai pustakawan.

Kondisi SDM yang tidak memiliki keterampilan sebagai pustakawan menyebabkan beberapa permasalahan. Sebagai pengelola perpustakaan yang ada di SLB, pustakawan selain harus memiliki keterampilan, juga memiliki kepedulian terhadap difabel, karena pemustaka di perpustakaan SLB adalah difabel. Dalam memberikan layanan kepada pemustaka difabel, pustakawan dituntut untuk memiliki tingkat kesabaran yang baik agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal.
Dari aspek atau sisi koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan SLB Negeri Semarang, tidak lengkap. Sebagian besar koleksi diperoleh dari pemerintah, instansi, maupun sumbangan sukarela dari orangtua siswa. Bantuan buku yang diberikan oleh pemerintah kepada SLB Negeri Semarang belum mampu memenuhi kebutuhan informasi para pemustaka. Hal ini dikarenakan kebutuhan informasi pemustaka difabel berbeda dengan pemustaka pada umumnya. Adapun buku yang berasal dari sumbangan pemerintah maupun instansi masih seputar buku-buku umum saja.

Dari segi operasional perpustakaan, SLB Negeri Semarang memiliki kendala dana. Ketersediaan dana yang diberikan sekolah tidak cukup untuk operasional perpustakaan. Hal ini dikarenakan SLB Negeri Semarang ini merupakan sekolah negeri sehingga biaya operasional sekolah hanya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan tidak boleh memungut biaya sumbangan dari orang tua. Hal ini yang menyebabkan perpustakaan SLB Negeri Semarang hanya mengandalkan bantuan dana atau bantuan dalam bentuk buku untuk menambah koleksi di perpustakaan.
Dilihat dari ketersediaan ruang atau tempat, letak ruang perpustakaan di SLB Negeri Semarang tidak strategis dan jauh dari siswa sebagai pemustaka. Letak ruang perpustakaan di SLB Negeri Semarang berada di area paling belakang dan jauh dari tempat para siswa beraktivitas. Letak posisi keberadaan gedung atau ruang perpustakaan ini sangat mempengaruhi ketertarikan siswa sebagai pemustaka untuk mengunjungi perpustakaan.
Kondisi perpustakaan di SLB Negeri Semarang jelas belum dapat menunjang atau mendukung proses pembelajaran para siswa dalam mencari informasi, kondisi pemustaka yang memiliki keterbatasan membuat tidak semua siswa mampu menjangkau lokasi perpustakaan yang letaknya jauh dari kelas.

Dalam mengatasi hal ini pihak sekolah berusaha untuk memenuhi kebutuhan para siswa dengan meletakkan beberapa buku di tiap-tiap kelas. Namun, buku yang disediakan di kelas hanya terbatas buku-buku pelajaran umum saja. 

Untuk menarik minat siswa agar datang ke perpustakaan, fasilitas komputer juga disediakan meskipun hanya 2 unit. Komputer tersebut hanya digunakan untuk memberikan tontonan film animasi edukatif kepada para siswa, sarana lain yang dibuat adalah tangga landai. Dengan tangga landai ini para pemustaka tuna netra daksa dapat dengan mudah berkunjung ke perpustakaan.

Fasilitas khusus seperti buku braille bagi tuna netra, dan buku digital visual, tidak tersedia di perpustakaan ini.
Dari segi manajemen operasional perpustakaan di SLB Negeri Semarang belum tertata dengan baik meskipun ruang perpustakaannya luas, punya koleksi yang memadai, ada SDM yang menangani, namun apabila manajemen operasionalnya tidak tertata akan mengakibatkan perpustakaan “hanya” dijalankan layaknya “penyewaan buku” saja dan tidak terintegrasi dengan sistem pendidikan yang ada. Atau dengan kata lain perpustakaan dijalankan “hanya” apa adanya tanpa perencanaan dan pengawasan yang baik. Perpustakaan hanya dipahami sebagai “gudang buku”, bukan pusat informasi dan pembelajaran mandiri bagi siswa didik.



Kurangnya kontrol dan perhatian dari pihak sekolah sendiri terhadap perpustakaan sekolah membuat kondisi perpustakaan SLB Negeri Semarang terlihat tidak terawat. Dilihat dari beberapa aspek, yang meliputi SDM, koleksi buku, layanan sirkulasi dan referansi, pendanaan, letak posisi, fasilitas dan aspek manajemen operasional di perpustakaan SLB Negeri Semarang menunjukkan bahwa amanat dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 5 Ayat 3 sudah terimplementasi namun masih kurang mkasimal. Kondisi ini menyebabkan siswa difabel di SLB Negeri Semarang sebagai pemustaka belum bisa mencari informasi secara mandiri dan mendapatkan kebutuhan informasi yang mereka butuhkan dengan mudah.

4. Simpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan perpustakaan SLB Negeri Semarang belum mengimplementasikan dari Undang- Undang Nomor 43 tahun 27 Pasal 5 ayat (3). Adapun simpulan yang telah dibuat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. SLB Negeri Semarang merupakan salah satu SLB yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap para siswanya. Terbukti dengan fasilitas yang tersedia lengkap untuk menunjang proses pembelajaran. Diantaranya adalah fasilitas olah raga dan gedung perpustakaan sekolah.

2. Perpustakaan SLB Negeri Semarang memiliki koleksi khusus yang diperuntukkan bagi pemusakanya yang merupakan siswa SLB Negeri Semarang yang difabel. Namun, koleksi khusus yang diperuntutkan bagi siswa difabel hanya terdapat 10 peta braille. Sisa koleksi yang dimiliki adalah buku-buku yang jenis terbitannya diperuntutkan bagi pemustaka normal (tidak memiliki keterbatasan).

3. Untuk meningkatkan kemandirian siswa dalam mencari informasi dan membiasakan siswanya mengunjungi perpustakaan, para guru SLB Negeri Semarang sering memberikan tugas sekolah yang mengharuskan siswanya mengujungi perpustakaan.

4. Perpustakaan SLB Negeri Semarang dikelola sumber daya manusia yang tidak memiliki kompentensi dibidang perpustakaan. Perpustakaan SLB Negeri Semarang saat ini dikelola oleh ibu Sriyati yang lulusan S1 Ilmu Komunikasi.

5. Standar perpustakaan luar biasa sesuai dengan mentri pendidikan nasional nomor 33 tahun 2008 adalah setiap perpustakaan SLB harus memiliki koleksi yang jenis terbitannya disesuaikan dengan kondisi ketunaaan peserta didik. Khusus tuna netra disediakan buku braille, cetak awas diperbesar, dan audiobook.
6. Delapan aspek yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 5 Ayat (3) yaitu: sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan sebagai pustakawan, koleksi khusus difabel yang jumlahnya terbatas, banyaknya koleksi yang hilang dan rusak, layanan sirkulasi dan refrensi tidak berjalan dengan baik, kurangnya dana operasional perpustakaan, letak ruang perpustakaan berada di bagian paling belakang gedung sekolah, manajemen operasional perpustakaan tidak tertata, serta kurangnya perhatian manejemen sekolah terhadap kondisi operasional perpustakaan. 
7. Kondisi Perpustakaan SLB Negeri Semarang belum memenuhi standar yang ditentukan oleh Permendiknas Nomor 33 Tahun 2008. Fasilitas yang ada di perpustakaan SLB Negeri Semarang masih belum tersedianya rak kayu bagi koleksi surat kabar dan majalah, hanya ada 3 (tiga) lemari rak kayu besar untuk menaruh koleksi buku pelajaran. Meja serta kursi untuk membaca para pemustaka hanya ada satu meja besar dengan jumlah kursi sebanyak 10 buah. Setiap koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan belum ada versi braille.

8. Pengelolaan perpustakaan di SLB Negeri Semarang belum maksimal mengimplementasi Undang-Undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 5 Ayat (3).
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